Wanirbang

Wengingat

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR o nauaw 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISAS]I DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

2

DENGAN FAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

pahwa sehubungan dengan adanya pelimpahan ssebagian
HEWBRangan wiusan pajiak yang menjad! paiak dasrah maka
Kewenangan, woas dan fungs: sena wrsin togas  Dinas
Fentapatan, Penga.ciaan Keuangan dan Azet yang semula talah
ditetagkan meiaki Petgturen Buoati Bekasi Nomor 32 Tahun

2003 peru ciubah den disesuaikan kembali:

nanwa gfas dasar pedimbangan sebagaimana dimaksud pada
auru! a di atas, perubahannya tersebut pearly crfetapkan kembati
dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang MNomor 14 Tahun 1850 fantang Pembentukan
Daerah-caerah Habupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jaws
Sarat (Berite Negara Repunlik indonesia Tanun 1550,

Undang-Undang MNomor 8 Tahun 1374 1enfang Pokok-Pokok
Kepenawaian sebagaimana tedah divbah dengan Undang-
UIngang Nomor 43 Tahun 19596 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nemor & Tahun 1974 ientang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999
Momor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 3890);




Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);

Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomaor 4844);

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Momor 28 Tahun 2002 temtang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 28);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kola (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tanun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;
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Kenatapkan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekast Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemeriniahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Dasrah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Momor 6);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2002
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lermbaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Momaor 7).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPAT| BEKASI NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
OARGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Pasal |

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi diubah
beberapa ketentuan sebagai berikut ;

1. Ketentuan pasal 2 angka 3.1, sehingga berbunyl sebagal berikut :
a, Penstapan kebijakan pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten;
b. Pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten;
c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasl pelaksanaan
retribusi daerah;
d. Pembinaan dan pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah
 skala Kabupaten,

2. Ketentuan pasal 18diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 18

Bidang Pendaftaran dan Pendataan dalam menyelenggarakan
tuagas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17,
mempunyai uraian tugas sebagai berkut

a. merencanakan program kerja Bidang Pendaftaran dan
Pendataan sebagai pedoman pelaksanaan tugas:



b. merencanakan operasional Bidang Pendaftaran dan
Pendataan berdasarkan skala prioritas dan dana yang
tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;

¢. menyusun bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Dinas dalam
hidang pendaftaran dan pendataan pajak daerah sebagai
bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

d. menyusun bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Kerja (Renja) Dinas dalam bidang pendaftaran dan pendataan
pajak daerah sebagal bahan pelaksanaan RPJPD, RPJMD
dan RKFD Kabupaten:

e. menyusun bahan LPPD tahunan dan lima tahunan Dinas di
bidang pendaftaran dan pendataan pajak daerah sebagai
bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan
Kabupaten;

f. menyusun bahan LKPJ tahunan dan lima tahunan Dinas di
bidang pendaftaran dan pendataan pajak daerah sebagai
bahan penyusunan LPPD tahunan dan akhir masa Jabatan
Bupati;

g. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Pendaftaran dan
Pendataan;

h. menyusun bahan laporan akuntabliitas kinerja Bidang
Pendataan dan Pendaftaran yang akan dikoordinasikan oleh
Sekretariat sebagal pertanggungjawaban Kepala Dinas
kepada Bupati;

i. melaksanakan koordinasi sesual dengan lingkup tugasnya
dengan instansi terkait;

j-  mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pendaftaran dan
pendataan pajak daerah;

k. mempertanggungjawabkan laporan kegiatan dan keuangan
secara bulanan, triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan
Sekretariat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset ;

. mengendalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup bidang
pendaftaran dan pendataan pajak daerah;




m.

CC.

menyslenggarakan kegiatan pendafiaran dan pendataan
wajib pajakdaerah;

menyelenggarakan kegialan pengumpulan dan pencatatan
data pajak daerah;

menyelenggarakan kegiatan pencatatan dan
pendokumentasian sumber-sumber pajak daerah;
menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi di
bidang perijinan reklame;

menyelenggarakan pengaturan dan penertiban
pemasangan/penempatan reklame;

menyelenggarakan pengelolaan panggung reklame,
melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah di lingkup bidang pendataan dan pendaftaran pajak
daerah;

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;
menghimpun, mengolah dan menganalisa data sera
penyajian data hasil kegialan urusan pelayanan Bidang
Pendaftaran dan Pendataan;

menyusun pertanggungjawaban laporan keglatan dan
keuangan;

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang
Pendaftaran dan Pendataan;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah di lingkup Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Bidang
Pendaftaran dan Pendataan,

© mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang
tugasnya,

. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya

kepada atasan;

. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi

permasalahan lingkup fugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya,

membagi fugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
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dd. meniiai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan

mengembangkan karier,

ee. melaporkan hasil pelaksanaan tugas danfatau kegiatan

ff.

kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagal berikut :

Pasal 20

Seksi Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai
uraian tugas sebagai berikut :

a.

menyusun program keria Seksi Pendaftaran sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

merencanakan operasional Seksi Pendaftaran berdasarkan
skala prioritas dan dana yang lersedia sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Dinas di bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan
RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten,

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
dan Rencana Kerja (Renja) Dinas di bidang tugasnya sebagai
pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten:
menyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan [lima
tahunanDinas di bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan

_ LPPD tahunan dan lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahanpenyusunan LKPJ tabunan dan lima
tahunan Dinas di bidang tugasnya sebagai bahan
penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa jabatan Bupati:
menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran
(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
SeksiPendaflaran;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasl program sera
keglatan Seksi Pendaftaran;



melaksanakan kegiatan penjanngan wajib pajak daerah;
melaksanakan kegiatan pendaffaran wajib pajak daerah;
melaksanakan kegiatan pengukuhan wajib pajak daerah;
melaksanakan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NFWPDJ;

. melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan
perijinan reklame;

melaksanakan koordinasl dengan seksi lain,

menghimpun, mengolah dan menganalisa data  sora
penyajian data hasil kegiatan Seksi Pendaftaran;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban faporan kegiatan dan
keuangan Seksi Pendaftaran;

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Seksi
Pendaftaran;

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang
lugasnya;

melaksanakan pengawasan intermal di lingkungan Seksi
Pendaftaran:

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya
kepada atasan;

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alematif
+ pemecahannya;

. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan
mengembangkan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.



4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagal berikut :

Pasal 22

Seksi Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai
uraian tugas sebagai berikut ;

a.

menyusun program kerja Seksi Pendataan sebagai padoman
pelaksanaan tugas;

merencanakan operasional Seksi Pendataan berdasarkan
skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Dinas di bidang tugasnya sebagal bahan penyusunan
RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
dan Rencana Kerja (Renja) Dinas di bidang tugasnya sebagai
pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten:
menyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima
tahunanDinas di bidang tugasnya sebagal bahan penyusunan
LPPD tahunan dan lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahanpenyusunan LKPJ tahunan dan lima
tahunan Dinas di bidang tugasnya sebagal bahan
penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa jabatan Bupati;
menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran
(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
SeksiPendataan;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan

- kegiatan Seksi Pendataan;

melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pencatatan data
objek pajak daerah;

melaksanakan pengawasan dan penertiban pemasangan/
penempatan rekiame,

menghimpun, mengolah dan menganalisa data sera
penyajian data hasil kegiatan Seksi Pendataan;

membuat kartu data pajak daerah;

melaksanakan penyampaian Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD) seif assessment yang melakukan pembayaran pajak
melalui transfer;
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bb.

cC.

melaksanakan kegiatan peniiaian Nital Jual Objek Pajak Bumi
dan Bangunan (NJOPPBB).

melaksanakan kegiatan pembuatan monografi perpajakan;
melakukan up date objek pajak dan subjek pajak secara
berkesinambungan,

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain  dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

menghimpun, mengolah dan menganalisa data sera
penyajian data hasil kegialan pendataan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggunjawaban laporan keglatan dan
kKeuangan,

melaksanakan program pengawasan intemal di lingkungan
Seksi Pendataan;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang
tugasnya;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya
kepada atasan;

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencar alernatif
pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar;

. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan

mengembangkan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas danfatau kegiatan
kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
alasan.

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data dipimpin oleh seorang
Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :



menyusun program  kerja Seksi  Dokumentasi  dan
Pengolahan Data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
merencanakan operasional Seksi Dokumentasi dan
Pengolahan Data berdasarkan skala prioritas dan dana yang
tersedia sebagal dasar dalam pelaksanaan tugas:
menylapkan bahan penyusunan RPJPD, RPIMD dan RKPD
Dinas dalam bidang dokumentasi dan pengolahan data
pajak daerah sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD
dan RKPD Kabupaten,

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas dalam bidang
dokumnentasi dan pengolahan data pajak daerah sebagai
pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
menylapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima
tahunanDinas di bidang tugasnya sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan Kabupaten;
menyiapkan bahan LKPJ tahunan dan akhir masa jabatan
Bupati dalam bidang dokumentasi dan pengolahan data
pajak daerah;

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan
kegiatan Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data;
melaksanakan kegiatan pengelolaan potensi pajak daerah;

* melaksanakan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian
pajak daerah;

melaksanakan kegiatan pengolahan data objek dan subjek
pajak daerah;

melaksanakan up date data pokok ketetapan pajak daerah
dengan adanya proses pemutakhiran data melalui
pelayanan keberatan, pengurangan, mutasi dan pembetulan;
melaksanakan kocordinasli dengan seksi  lain  dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
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menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan
keuangan;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan
Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang
tugasnya,

memberikan saran dan perfimbangan teknis bidang
tugasnya kepada atasan;

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya sera mencari ahternatif
pemecahannya;

mermbagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

menilal hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan
meangembangkan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagal berikut -

Pasal 26

Bidang Penetapan dan Penagihan dalam menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25,
mempunyai uraian fugas sebagail berikut :

d.

merencanakan program kerja, kegiatan dan anggaran
Bidang Penetapan dan Penagihan sebagai pedoman
pelaksanaan lugas,

merencanakan operasional Bidahg Penetapan dan
Penagihan berdasarkan skala prioritas dan dana yang
tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas:

menyusun bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Dinas dalam
bidang penetapan dan penagihan pajak daerah sebagal
bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
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menyusun bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Kerja (Renja) Dinas dalam bidang penetapan dan penagihan
pajak daerah sebagai bahan pelaksanaan RPJPD, RPJMD
dan RKPD Kabupaten:

menyusun bahan LPPD tahunan dan lima tahunan Dinas

dalam bidang penetapan dan penagihan pajak daerah
sebagal bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan
kKabupaten;

manyusun bahan LKPJ tahunan dan akhir masa Jabatan
Bupati pada Bidang penetapan dan penagihan pajak daerah;
menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Penetapan dan
Penagihan Pajak Daerah;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang
Penetapan dan Penagihan yang akan dikoordinasikan oleh
Sekretarial sebagal pertanggungjawaban Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada
Bupati;

melaksanakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya
dengan instansi terkait;

mengendallkan dan mangevaluasi penetapan dan
penagihan Pajak Daerah;

mempertanggungjawabkan  laporan-laporan  kegiatan,
keuangan secara bulanan, triwulan, tahunan yang akan
dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas;

' mengendalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup Bidang

Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;
mengkoordinasikan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang(SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD)

menyelenggarakan penyampaian Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang (SPPT)atauSurat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD):



bb.

dd.

menyelengoarakan penyampaian Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) kepada Wajib Pajak;
Menyelenggarakan kegiatan wverifikasl dan validasl Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BFHTB).
menyelenggarakan penagihan pajak daerah;
menyelenggarakan penagihan pajak bumi dan bangunan
berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak ( DHKP)
buku 4 dan 5;

mengkoordinasikan ~ pemrosesan  surat  keberatan,
permohonan pengurangan dan pembatalan Sural Ketetapan;
mengkoordinasikan  pemrosesan  surat  permohonan
angsuran pembayaran;

menyelenggarakan penerapan sanksi pelanggaran pajak
daerah;

membina pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan
kegiatan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
menghimpun, mengolah dan menganalisa data sera
penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Bidang
Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang
Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan
keuangan Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;
mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang
Penetapan dan Penagihan;

melakukan pengamanan dan pemelinaraan barang millk
daerah di lingkup Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak
Daerah;

melaksanakan pengawasan intermal di lingkungan Bidang
Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang
tugasnya;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang
tugasnya kepada atasan,
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es. melaksanakan evaluasi tugas dan  menginventarisasi

99-

hh.

permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemacahannya,

membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan lugas,

menitai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan
mengembangkan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Seksi Penetapan dipimpin oleh secrang Kepala, mempunyai
uraian tugas sebagai berikut :

menyusun program kerja Seksi Penetapan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

merencanakan operasional Seksl Penetapan berdasarkan
skala prioritas dan dana yang lersedia sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKFD
Dinas di bidang tugasnya sebagal bahan penyusunan
RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten:

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas di bidang
tugasnya sebagal pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Kabupaten;

menylapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima
tahunanDinas dalam bidang penetapanpajak daerah sebagai
bahan penyusunan LPPD tahunan dan fima tahunan
Kabupaten,
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menyiapkan bahanpenyusunan LKPJ tahunan dan lima
tahunan Dinas di bidang tugasnya sebagali bahan
penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa jabatan Bupati;
menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
SeksiPenetapan;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan
kegiatan Seksi Penetapan;

memproses penerbitan  Surat  Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD);

menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
selain Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Pajak Bumi dan
Bangunan kepada Wajib Pajak:

menyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak
(DHKP) Buku 1, 2 dan 3 kepada Unit Pelaksana Teknis
Dinas,

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dan  Unit
Pelaksana Teknis Dinas;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data sena
penyajian data hasil kegiatan Seksi Penetapan;
menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
(SKPDLEB) kepada wajib pajak:

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan vyang berkaitan dengan bidang
tugasnya,

memberikan saran dan perimbangan teknis bidang
tugasnya kepada atasan;

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencarl altematif

pamecahannya;



membagl tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

menilai hasil kerja bawahan sacara berjenjang untuk bahan
mengembangkan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

g Ketentuan Pasal 30 huruf j, k dan | diubah, sehingga berbunyi
sebagal berikut :

Fasal 30

Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai
uraian tugas sebagai berikut :

a.

menyusun program kerja Seksi Penagihan sebagal pedoman
pelaksanaan tugas,

merencanakan operasional Seksi Penagihan berdasarkan
skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas,

menylapkan bahan penyusunan RPJPD. RPJMD dan RKPD
Dinas di bidang tugasnya sebagal bahan penyusunan
RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten:

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
dan Rencana Kerja (Renja) Dinas di bidang fugasnya sabagai
pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

* menyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima

tahunan Dinas di bidang tugasnya sebagal bahan
penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan Kabupaten,
menyiapkan bahan penyusunan LKPJ tahunan dan lima
tahunan Dinas di bidang tugasnya sebagai bahan
penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa Jabatan Bupat;
menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran
(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPFA) dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Seksi;
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h.

menyusun program kerja. rencana kegiatan dan anggaran
Seksi Penaginan sebagal pedoman pelaksanaan tugas;
menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan
kegiatan Seksi Penagihan;

melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Daftar
Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP} Buku 4 dan 5 kepada
Waijib Pajak,

melaksanakan penagihan pajak daerah selain Pajak Bumi
dan Bangunan berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan
Pajak (DHKP) Buku 1, 2 dan 3;

melaksanakan keglatan verifikasi dan validasl Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BFHTB);

membuat konsep Surat Teguran, Surat Panggilan dan
Penagihan aktif atas tunggakan Pajak Daerah;

meamproses surat permohonan angsuran pembayaran.
melaksanakan koordinasi dengan seksi fain;

menghimpun, mengolah dan  menganaisa data  sena
penyajian data hasil kegiatan Seksi Penagihan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan
keuangan;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan

Seksi Penagihan;
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan

* perundang-undangan yang berkailan dengan bidang

tugasnya;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya
kepada atasan,

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya.;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

17



menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan
mengembangkan karler;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau  kegiatan
kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

9., Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Seksi Keberatan dipimpin oleh secrang Kepala, mempunyai

uraian tugas sebagai berikut :

a.

menyusun program kerja Seksi Keberatan sebagal pedoman
pelaksanaan tugas;

merencanakan operasional Seksi Keberatanberdasarkan
skala prioritas dan dana yang fersedia sebagal dasar dalam
pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Dinas di bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan
RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten:

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Sirategis (Renstra)
dan Rencana Kerja (Renja) Dinas di bidang tugasnya sebagai
pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
menyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima
tahunan Dinas di bidang 1fugasnya sebagai bahan

' penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan Kabupaten,

menyiapkan bahan penyusunan LKPJ tahunan dan lima
tahunan Dinas di bidang tugasnya sebagai bahan
penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa Jabatan Bupati;
menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran
{RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
SeksiKeberatan;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan
kegiatan Seksi Keberatan;
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memproses permohionan keberatan, permohonan
pengurangan dan pembatalan surat ketetapan pajak daerah;
melaksanakan penarapan sanksi pelanggaran pajak daerah;
melaksanakan koordinasi dengan seksi tain dan UPTD;
menghimpun, mengolah dan menganalisa data sera
penyajian data hasil kegiatan Seksi Keberatan;

. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan
keuangan;

melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal
di lingkungan Seksi Keberatan;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan
Seksi Keberatan,

mempelgjarl, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan vang berkaitan dengan bidang
tugasnya;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya
kepada atasan;

melaksanakan evaluasl tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serla mencar alternatif
pemecahannya;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian
tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

- menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan
mengambangkan karier;

. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan,

1%



10 Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 34

Bidang Pengendalian dan Peningkatan dalam menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsl sebagaimanadimaksud pada Pasal 33,
mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a.

merencanakan program kerja Bidang Pengendalian dan
Peningkatan sebagai pedoman pelaksanaan fugas;
merencanakan operasional Bidang Pengendalian dan
Peningkatan berdasarkan skala prioritas dan dana vyang
tersadia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;

menyusun bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Dinas dalam
bidang Pengendalian dan Peningkatan sebagai bahan
penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten,
menyusun bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Kerja (Renja) Dinas dalam bidang pengendalian dan
peningkatan sebagal bahan pelaksanaan RPJFD, RPJMD
dan RKPD Kabupaten:

menyusun bahan LPPD tahunan dan lima tahunan Dinas
dalam bidang pengendalian dan peningkatan sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan Kabupaten,
menyusun bahan LKPJ tahunan dan akhir masa Jabatan
Bupati pada Bidang pengendalian dan peningkatan;
menyusun FRencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan

.Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Pengendalian dan

Peningkatan:

mengendalikan dan mengevaluas pelaksana teknis kegiatan
lingkup bidang pengendalian dan peningkatan;

melaksanakan pengelolaan dan pengendalian media
pungutan pajak dan retribusi daerah;

menylapkan penyusunan kKonsep rancangan peraturan
tentang pajak dan retribusi daerah serta peraturan
pelaksanaannya;

mengkoordinasikan rencana target pendapatan daerah;



a3,

bb,

mengkoordinasikan pengumpulan bahan kajian Pendapatan
Asli Daerah;

menyelenggarakan kegiatan pencatatan pembukuan dan
pelaporan realisasi pendapatan daerah,

menyelenggarakan evaluasi secara periodik terhadap
pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis
pungutan retribusi daerah;

memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
membina pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan
kegiatan sebagal pertanggungjawaban kepada atasamn,
menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;
menghimpun, mengolah dan menganalisa data sera
penyajian data hasit keglatan urusan pelayanan Bidang
Pengendalian dan Peningkatan;

menyusun bahan laporan akuntabiltas kerja Bidang
Pengendalian dan Peningkatan;

menyusun pertanggungjawaban laporan  kegiatan dan
keuangan;

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang
Pengendalian dan Peningkatan;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah di lingkup Bidang Pengendalian dan Peningkatan;
melaksanakan pengawasan intemal di lingkungan Bidang
Pengendallan dan Peningkatan;

mampelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan

- perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang

tugasnya,

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya
kepada atasan;

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi
permasalahan lingkup tgasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
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dd.

ae.

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan
mengembangkan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 36

Seksi Pendapatan Asl Daerah dipimpin oleh seorang Kepala,
mempunyai uralan tugas sebagai berikut :

a.

menyusun program kerja Seksi  Pendapatan @ Asli
Daerahpedoman pelaksanaan tugas;

merencanakan operasional Seksi Pendapatan  Asli
Daerahberdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia
sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;

menylapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Dinas di bidang tugasnyasebagai bahan penyusunan RPJPD,
RPJMD dan RKFD Kabupaten,

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
dan Rencana Kerja (Renja) Dinas di bidang tugasnya sebagai
pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKRD Kabupaten;
memyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima
tahunan Dinas di bidang tugasnya sebagai bahan

- penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan penyusunan LKPJ tahunan dan lima
wahunan Dinas di  bidang tugasnya sebagai bahan
penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa Jabatan Bupati;
menylapkan bahanpenyusunan Rencana Kegiatan Anggaran
(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran  (DPPA)
SeksiPendapatan Asli Daerah;
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menyusun program kerja, rencana kegiatan dan anggaran
Seksl Pendapatan Asli Daerah sebagai pedoman
pelaksanaan tugas:

melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pajak dan retribusi
daerah;

melaksanakan kegiatan penyusunan rencana target
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi
pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah;

melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap pengalolaan
pajak daerah yang dilaksanakan di Dinas maupun Unit
Pelaksana Teknis Dinas,

melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap pengelolaan
retribusi daerah,

melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber PAD;
melaksanakan kegiatan pencatatan target dan realisasi
penerimaan PAD;

melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan pelaporan
FAD;

melaksanakan  kegiatan  penyusunanrencana  target
penerimaan PAD.

menghimpun bahan-bahan petunjuk teknis penyelenggaraan
kegiatan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber
pendapatan asli daerah;

menghimpun dan menganalisa data seria menyajikan laporan
hasil kegiatan;

- menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data seria
penyajian data hasil kegiatan Seksi Pendapatan Asll Daerah;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan
keuangan,

melaksanakan program pengawasan internal dl lingkungan
Seksi Pendapatan Asli Daerah;



12,

3.

bb.

cc,

dd.

mempelajari, memaham| dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang
tugasnya;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya
kepada atasan;

melaksanakan evaluasl tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan
mengembangkan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan dipimpin oleh
seorang Kepala, mempunyail uraian tugas sebagai berikut :

menyusun program kerja Seksi Dana Perimbangan dan Lain-
lain Pendapatan sebagal pedoman pelaksanaan tugas;
merencanakan operasional Seksi Dana Perimbangan dan
Lain-lain Pendapatanberdasarkan skala prioritas dan dana
yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
menylapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Dinas di  bidang tugasnyasebagai bahan penyusunan
RPJFD, RPJMD dan RKFD Kabupaten;

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
dan Rencana Kerja (Renja) Dinas di bidang tugasnyasebagal
pelaksanaan RPJPD, RFJMD dan RKPD Kabupaten;
menyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima
tahunan Dinas di bidang tugasnya sebagal bahan
penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan Kabupaten;
menyiapkan bahan penyusunan LKPJ tahunan dan lima
tahunan Dinas di bidang ftugasnya seb agai bahan
penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa Jabatan Bupati;



menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran
(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Seksi
Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan;

melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data
sumber-sumber penarimaan dana perimbangan dan lainnya;
melaksanakan kegiatan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan
Provinsi mengenai rencana penerimaan dana perimbangan
dan lain-lain pendapatan;

melaksanakan kegiatan koordinasi ke Pemerintah Pusat dan
Provinsi mengenai pencairan dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan,

melaksanakan kegiatan koordinasi ke Pemerintah Pusat
mengensi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan,
Perhutanan danPertambangan (FBB P3j;

melaksanakan kegiatan penyusunan rencana target
penerimaan pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-
lain Pendapatan yang mealiputi Bagi Hasil, DAL, DAK, Dana
Bantuan dan dana lainnya yang bersumber dari Pamerintah
Pusat maupun Pemerintah Provinsi;

melaksanakan kegiatan evaluasi dan rekonsiliasi realisasi
penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan;
melaksanakan kegiatan pencatatan target dan realisasi
penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan;
melaksanakan kegiatan perhitungan dalam rangka alokasi
bagi hasil pajak dan bukan pajak/sumber daya alam kepada
‘daerah;

méelaksanakan fasilitasi kegiatan optimalisasi
pengelolaandana perimbangan dan lain-lain pendapatan dari
Pemerintah dan Provinsi;

menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan
hasil kegiatan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemeacahannya;
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melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Seksi Dana
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan tugasnya.
mempealajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan  bidang
tugasnya:

memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat barjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
Kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

13. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyl sebagai berikut :

Pasal 40

Seksi Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai

uraian tugas sebagai berikut :

menyusun program kerja Seksi Pemeriksaan sebagal pedoman
pelaksanaan tugas:

merencanakan operasional Seksi Pemeriksaan berdasarkan
skala prioritas dan dana yang tersedia sebagal dasar dalam
pelaksanaan tugas:

menylapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Dinas di bidang tugasnyasebagal bahan penyusunan RPJPD,
RPJIMD dan RKPD Kabupaten:;

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
dan Rencana Kera (Renja) Dinas di bidang tugasnyasebagai
pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
menylapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima
tahunan Dinas di bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan
LPPD tahunan dan lima tahunan Kabupaten;



menyiapkan bahan penyusunan LKPJ fahunan dan lima
tahunan Dinas di bidang tugasnya sebagal bahan penyusunan
LKPJ tahunan dan akhir masa Jabatan Bupati;

. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran
(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Pelaksanaan  Perubahan  Anggaran  (DPPA)  Seksi
Pemeriksaan,

. melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
melaksanakan kegiatan pencatatan, pembukuan dan pelaporan
pajak daerah;

melaksanakan kegiatan pencatatan, pembukuan dan pelaporan
target dan realisasi penerimaan PAD yang meliputi pajak
daerah, retribusi dasrah dan lain-lain PAD yang sah;

. melaksanakan kegiatan pencatatan pembukuan dan pelaporan
target dan realiasai penerimaan pendapatan daerah, yang
meliputi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan;
menghimpun, menyimpan dan memelihara bukti-bukti setoran
pajak daerah dan retribusi daerah;

. meényimpan dokumen yang berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsinya;

. melaksanakan koordinasi dengan seksl lain, Unit Pelaksana
Teknis Dinas dan tempat pembayaran pajak daerah;

. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan Seksi Pemeriksaan:

. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja:

. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan
keuangan;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan
Seksi Pemeriksaan,

. mempelajari, memabami dan melaksanakan peraluran
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi
parmasalahan di lingkup tugasnya serta mencarl alternatif

pemecahannya;



v. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas,

w. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjanguniuk bahan
pengembangan karier;

x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada
atasan;

y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

14 Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asel.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mamerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 15 Agustus 2011

§. BUP




